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Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pengendalian Gratifikasi, regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola perguruan
tinggi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan ini menetapkan
kewajiban bagi setiap Pejabat dan Pegawai Universitas Udayana untuk menolak Gratifikasi
yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti
terkait layanan masyarakat, proses penerimaan mahasiswa, penyusunan anggaran, audit,
perjalanan dinas, promosi pegawai, dan pengadaan barang dan jasa. Gratifikasi didefinisikan
secara luas sebagai pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan fasilitas
lainnya, yang diterima di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal gratifikasi tidak dapat
ditolak, Pejabat/Pegawai wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Peraturan ini juga memberikan
perlindungan hukum dan penghargaan bagi pelapor gratifikasi, serta menetapkan sanksi
bagi pelanggar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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28 Februari 2025
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eraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk
mewujudkan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, serta menghindari terjadinya duplikasi dalam penanganan pengaduan
masyarakat, guna mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Universitas
Udayana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk
memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai susunan organisasi dan tata
kerja Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, guna meningkatkan kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta
pelayanan kesehatan manusia dan hewan secara paripurna, serasi, terpadu, dan
berkesinambungan, dengan berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas,
serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Kalender Akademik
Universitas Udayana

Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk
memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi seluruh sivitas akademika Universitas

4 |4 Tahun 2025 Tahun Akademik AKADEMIK g&/lSZl/UNM.I/HK.OZ./Z Uda_yana dalam penyelepggaraan kegiatan al_(ade_mik pada Tahun Akademik 20_25/2026, HitHHHHHH
2025/2026 sehingga pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dapat berlangsung secara tertib, teratur,
efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 5 Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk
memberikan landasan hukum dan arah pengaturan mengenai pelaksanaan Rekognisi
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Udayana, guna mengakui capaian
Pembelajaran Lampau pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, maupun
5 [5 Tahun 2025 Untuk Melanjutkan AKADEMIK (IJ3/1273/UN14.I/HK.02./2 20 MaAret 2025 16 April 2025 |pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal, memberikan HHH
Pendidikan Formal di 16 April 2025 kesempatan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu, meningkatkan akses dan fleksibilitas
Universitas Udayana dalam menempuh pendidikan tinggi, mendorong pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat,
serta mendukung pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen maupun tenaga profesional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 6 Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk
memberikan landasan hukum dan arah pengaturan mengenai tata cara kerja sama
Pedoman Kerja Sama pemanfaatan aset Badan Lay_anap UmL!m Universitas Ufjayana, sehingga pelaksanaan
Pemanfaatan Aset . pemanfaatan aset dapgt menjamin peningkatan penyedlaan pelgyangn umum kepada 7 Mei
6 |6 Tahun 2025 BMN 16 April 2025|6 MEI 2025 masyarakat, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Universitas Udayana, serta 2025

Badan Layanan Umum
Universitas Udayana

meningkatkan pendapatan Universitas Udayana yang dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran, berdasarkan asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan nilai manfaat, serta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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TATA CARA Tahun 2021
PENGANGKATAN Tentan
DAN Tata Ce?ra Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk
PEMBERHENTIAN Penganakata memberikan arah pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan
7 |7 Tahun 2025 DEKAN DAN WAKIL n da?] 9 dan Wakil Dekan pada masa transisi perubahan status Universitas Udayana dari Perguruan 1 3uli 2025
DEKAN PADA MASA . Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum,
Pemberhenti ; . A .
TRANSISI KE an Dekan sehingga proses transisi kelembagaan, penataan organisasi, dan tata kerja dapat terlaksana
PERGURUAN : secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dan Wakil
TINGGI NEGERI Dekan di
BADAN HUKUM Universitas
Udayana
PENGADAAN Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk
BARANG/JASA memberikan landasan hukum serta arah pengaturan mengenai tata cara pengadaan
8 [8 Tahun 2025 UNIVERSITAS BMN barang/jasa di lingkungan Universitas Udayana, guna mewujudkan tertib administrasi, 7 Juli 2025
UDAYANA transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap proses
pengadaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tata Cara - . .
Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 9 Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk
Pengangkatan dan " . " !
Pemberhentian Wakil memberikan arah pengaturan mengenai tata cara pgngangkatan dan _pemberhentla_n Wakll _
9 |9 Tahun 2025 Rektor pada Masa REKTOR Rektor pada masa transisi perubahan status Universitas Udayana dari Perguruan Tinggi 11 Juli
Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sehingga 2025

Transisi ke Perguruan
Tinggi Negeri Badan
Hukum

proses transisi kelembagaan serta penataan organisasi dan tata kerja dapat terlaksana
secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 10 Tahun 2025 disusun dengan tujuan
untuk memberikan arah pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian
pejabat di bawah Rektor pada masa transisi perubahan status Universitas Udayana dari

14 Juli

10|10 Tahun 2025 |di Bawah Rektor pada REKTOR Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan 2025
Masa Transisi ke Hukum, sehingga proses transisi kelembagaan dan penataan organisasi serta tata kerja
Perguruan Tinggi dapat berlangsung secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Negeri Badan Hukum undangan.
Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 11 Tahun 2025 tentang Proporsi Anggaran
Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak disusun dengan tujuan untuk menjamin efektivitas
Pertor penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Udayana melalui
Nomor 1 pengaturan proporsi anggaran dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mewujudkan
Tahun 2023 tertib administrasi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta
PROPORSI tentang_ pertanggungjawaban penggunaan anggaran PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan
ANGGARAN DANA Proporsi perundang-undangan, menyesuaikan ketentuan pengelolaan PNBP dengan perkembangan
PENERIMAAN Anggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum "
11|11 Tahun 2025 |NEGARA BUKAN Dana BPKU mengenai alokasi dan distribusi PNBP pada unit-unit kerja di lingkungan Universitas 28 Juli
PAJAK Penerimaan Udayana. 2025
UNIVERSITAS Negara
UDAYANA CI?iukan Pajak
Lingkungan
Universitas
Udayana
Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penggunaan
Kecerdasan Buatan Generatif dalam Kegiatan Pembelajaran disusun dengan tujuan untuk:
KECERDASAN mengintegrasikan_teknologi ket_:erdasan buatqn_generatif_ Ife dalam proses pemb_elajar_an
BUATAN d_al_am rangka peningkatan k_ualltas dan efektivitas pendldlkan_; menmgkaftlgan literasi
12|12 Tahun 2025 |GENERATIF DALAM AKADEMIK B/4437/UN14.1/HK.02./2 04-09-2025 digital bagi dosen dan _maha5|swa, khususnya dalar_n memgha_ml pell_Jang, risiko, dan batasan ——
KEGIATAN 025 penggunaan teknolqgl kecerdasan buatan generatlff menjamin perlindungan da_ta dan
PEMBELAJARAN keamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan generatif;

meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan generatif dalam
kegiatan akademik; serta mendorong terwujudnya inovasi dalam bidang pembelajaran dan
penelitian melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan generatif.
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tujuan dari peraturan ini mencakup beberapa aspek, yaitu mewujudkan lingkungan kerja
yang bersih dan berkelanjutan, meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan, serta
menjadikan sampah sebagai sumber daya




